
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.400540/2017

TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2880-7997-7987-1013

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.  18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (005) MAHKAMAH AGUNG

(01): BADAN URUSAN ADMINISTRASI

(20): SULAWESI TENGGARA

: (400540) PENGADILAN TINGGI KENDARI

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 11.313.924.000  (  SEBELAS MILIAR TIGA RATUS TIGA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

11.313.924.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   K E N D A R I 11.313.924.000(060)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

ASKOLANI

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN

Satker (400540)  PENGADILAN TINGGI KENDARI:

DS:2880-7997-7987-1013

NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 10.583.924.000

01.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 10.583.924.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 730.000.000

02.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 730.000.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2017

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (400540):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (005)

(01)

(20)

Kuasa Pengguna Anggaran ...:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

...

...

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SULAWESI TENGGARA

PENGADILAN TINGGI KENDARI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017
DS:2880-7997-7987-1013

1

Sub Fungsi

Fungsi 11.313.924.000KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

11.313.924.00003.04 PERADILAN

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

01 Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilanHasil (Outcome)

10.583.924.000Program2

01 Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasiIKU Program

02 Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan
parameter objektif

03 Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

04 Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara
transparan, efektif dan efesien

05 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

06 Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan

07 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 10.583.924.000

001 Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuanganIndikator Kinerja Kegiatan

002 Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

003 Pedoman pengelolaan keuangan negara

004 Laporan kegiatan biro keuangan

005 Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah

Kegiatan

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 501.125.00012,00 LayananKeluaran (Output)

1066.994 Layanan Perkantoran 10.082.799.00012,00 Bulan Layanan

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilanHasil (Outcome)

730.000.000Program

01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilanIKU Program

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 730.000.000

001 Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah AgungIndikator Kinerja Kegiatan

002 Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan

003 Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan

004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP

Kegiatan



TAHUN ANGGARAN 2017

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (400540):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (005)

(01)

(20)

Kuasa Pengguna Anggaran ...:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

...

...

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SULAWESI TENGGARA

PENGADILAN TINGGI KENDARI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017
DS:2880-7997-7987-1013

005 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPTIndikator Kinerja Kegiatan

006 Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung

007 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan

008 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan

009 Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung

010 Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik

1071.951 Layanan Internal (Overhead) 730.000.0005,00 LayananKeluaran (Output)

Dr. Drs. Aco Nur, MH
NIP 196303131989031021

Jakarta, 07 Desember 2016
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2017

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (400540):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (005)

(01)

(20)

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SULAWESI TENGGARA

PENGADILAN TINGGI KENDARI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017
DS:2880-7997-7987-1013

1. Anggaran Tahun 2017

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.313.924.000

11.313.924.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017

TAHUN ANGGARAN 2017

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (400540): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (005)

(01)

(20)

MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

SULAWESI TENGGARA

PENGADILAN TINGGI KENDARI

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2880-7997-7987-1013

400540 PENGADILAN TINGGI KENDARI 8.657.296 1.926.628 730.000 - - 11.313.924

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

8.657.296 1.926.628 - - - 10.583.924

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 8.657.296 1.926.628 - - - 10.583.924

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan - 501.125 - - - 501.125 20 51.

-- 501.125- 060501.125 -RM01

1066.994 Layanan Perkantoran 8.657.296 1.425.503 - - - 10.082.799 20 51.

-- 10.082.7998.657.296 0601.425.503 -RM01

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung - - 730.000 - - 730.000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung - - 730.000 - - 730.000

1071.951 Layanan Internal (Overhead) - - 730.000 - - 730.000 20 51.

-730.000 730.000- 060- -RM01

JUMLAH 8.657.296 1.926.628 730.000 - - 11.313.924

Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

Dr. Drs. Aco Nur, MH

ttd.

NIP 196303131989031021

Jakarta, 07 Desember 2016



TAHUN ANGGARAN 2017

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

PENGADILAN TINGGI KENDARI

(20)

Unit Organisasi

(400540)

Kementerian Negara/Lembaga

BADAN URUSAN ADMINISTRASI(01)

Kode/Nama Satker

(005)

:

:

SULAWESI TENGGARA

MAHKAMAH AGUNG

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2880-7997-7987-1013
NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017

4005401. PENGADILAN TINGGI KENDARI

1.329.132824.768657.945 1.305.0971.095.015 11.313.924526.304 1.036.539 797.674846.701575.311 1.107.2511.212.187RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 505.586 8.657.296513.378 559.261 711.630 683.061 1.050.996 818.114 755.782 1.020.695 501.257 763.574 773.962

52 BELANJA BARANG 17.725 1.926.62839.303 68.973 105.579 110.974 123.304 214.048 208.268 225.801 230.425 257.975 324.253

53 BELANJA MODAL 2.993 730.00022.630 29.711 29.492 30.733 37.887 62.853 72.489 82.636 65.992 85.702 206.882

005.01.01.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi

552.681 1.098.2151.021.549731.6821.246.496964.0501.032.1621.174.300794.035817.209628.234523.311 10.583.924

51 BELANJA PEGAWAI 505.586 8.657.296513.378 559.261 711.630 683.061 1.050.996 818.114 755.782 1.020.695 501.257 763.574 773.962

52 BELANJA BARANG 17.725 1.926.62839.303 68.973 105.579 110.974 123.304 214.048 208.268 225.801 230.425 257.975 324.253

005.01.02.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung

22.630 206.88285.70265.99282.63672.48962.85337.88730.73329.49229.7112.993 730.000

53 BELANJA MODAL 2.993 730.00022.630 29.711 29.492 30.733 37.887 62.853 72.489 82.636 65.992 85.702 206.882

1.8851.8851.885 1.8911.885 22.6261.885 1.885 1.8851.8851.885 1.8851.885PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (423122) 104 1.250104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 106

- PNBP (423141) 1.283 15.4001.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 1.287

- PNBP (423951) 15 17615 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11

- PNBP (423991) 483 5.800483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 487

Dr. Drs. Aco Nur, MH
NIP 196303131989031021

Jakarta, 07 Desember 2016
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

SULAWESI TENGGARA

[400540]

[20]

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

: MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TINGGI KENDARI:

[005]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 005.01.2.400540/2017
DS:2880-7997-7987-1013

Halaman : IV. 1

Jakarta, 07 Desember 2016

ttd.

Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

Dr. Drs. Aco Nur, MH
NIP 196303131989031021


